
 
 

DYAH AYU RAMADHANI, 2018 
HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI 
INDONESIA  
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku  

Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Fahmi, I. (2015). Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta. 

Halim, A. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: 

UPP AMP YPKN. 

Halim, A., & Kusufi, M. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan 

Daerah. Jakarta: Salemba Empat. 

Haris, S. (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, 

Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Jakarta: LIPI Press. 

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 

Misbahuddin, & Hasan, I. (2013). Analisis Data Penelitian dengan Statistik: Edisi 

Ke-2. Jakarta: Bumi Aksara. 

Prasetyo, B., & Jannah, L. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan 

Aplikasi. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 

Riduwan, & Natawiria, A. (2010). Statistika Bisnis. Bandung: Alfabeta. 

Rosjidi. (2001). Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka , Standar dan 

Metode. Surabaya: Aksara Satu. 

Sastradipoera, K. (2005). Mencari Makna di Balik Penulisan Skripsi, Tesis dan 

Disertasi. Bandung: Kappa-Sigma. 

Siregar, S. (2015). Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kencana. 

Soeprapto, R. (2006). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good 

Governance. Kendari: Workshop Reformasi Birokrasi. 

Sucipto. (2005). Penilaian Kinerja Keuangan. Medan: Jurnal Akuntansi 

Universitas Sumatera Utara. 

Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode 

R&D. Alfabeta: Bandung. 



85 
 

 
DYAH AYU RAMADHANI, 2018 
HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI 
INDONESIA  
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Sugiyono. (2011). Statistik Nonparametris Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Sujarweni, W., & Endrayanto, P. (2012). Statisitika Untuk Penelitian. Yogyakarta: 

Graha Il  

Uha, I. N. (2013). Budaya Organisasi, Kepemimpinan Dan Kinerja: Proses 

Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika Dan Kinerja Organisasi. Jakarta: 

Kencana. 

Umar, H. (2000). Research Methods in Finance and Banking. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utaama. 

Wirartha, I. M. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: 

ANDI. 

 

Karya Ilmiah 

Afriyanti, D., Sabanu, H., & Noor, F. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas 

Pemerintah. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 

Volume 1, Nomor 1, 21-42. 

Cameron, W. (2004). Public accountability: Effectiveness, equity, ethics. 

Australian Journal of Public Administration, 59-67. 

Cohen, S. (2008). Identifying the Moderator Factors of Financial Performance in 

Greek Municipalities. Financial Accoutability & Management, 265-294. 

Darwanis, & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 6 No. 2, 150-174. 

Dwijayanti, R., & Rusherlistyanti. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Pemerintah Propinsi SeIndonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Vol. 12 No. 01, 43-66. 

Faud, M. R. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. 

Akmen Vol 10. No. 4, 534-545. 

Fontanella, A., & Rossieta, H. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja 

Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di 

Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 17 (pp. 1-24). Mataram: 

Universitas Mataram. 

Gershberg, A. I. (1998). Decentralisation, Recentralisation And Performance 

Accountability: Building An Operationally Useful Framework for 

Analysis. Development Policy Review Vol.16, 405-431. 



86 
 

 
DYAH AYU RAMADHANI, 2018 
HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI 
INDONESIA  
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Guthrie, J., & English, L. (1997). Performance Information and Programme 

Evaluation in The Australian Public Sector. International Journal of Public 

Sector Manangement Vol. 10, 154-164. 

Halachmi, A. (2002). Performance Measurement, Accountability, And Improved 

Performance. Public Performance & Management Review, Vol. 25 No.4, 

370-374. 

Herawaty, N. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalia 

Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri 

Humaniora Volume 13, Nomor 2, 31-36. 

Julnes, P. D. (2006). Performance Measurement An Effective Tool for 

Government Accountability? The Debate Goes On. Evaluation Vol 12(2), 

219-235. 

Kloot, L., & Martin, J. (2000). Strategic Performance Management: A Balanced 

Approach To Performance Management Issues In Local Government. 

Management Accounting Research, 231-251. 

Kusumaningrum, I. (2010). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, 

Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . Semarang: Program 

Studi Magister Akuntansi-Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. 

Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja 

Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa 

Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 5 No. 1, 1-11. 

Latuny, E. M. (2016). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah 

Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Studi Kasus Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat). Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi Vol. X, No.1, 97-103. 

Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah 

dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal Penelitian Fakultas Ekonomi Unsoed, 2-

16. 

Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (1995). Performance Measurement System 

Design: A Literature Review And Research Agenda. International Journal 

of Operations & Production Management, 80-116. 

Poister, T. H., & Streib, G. (1999). Performance Measurement in Municipal 

Government: Assesing the State of the Practice. Public Administration 

Review Vol. 59 No. 4, 325-335. 



87 
 

 
DYAH AYU RAMADHANI, 2018 
HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI 
INDONESIA  
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal 

Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2, 138-150. 

Santoso, U., & Pambelum, Y. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor 

Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam 

Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 4 No. 1, 14-33. 

Scott, C. (2000). Accountability in The Regulatory State. Journal of Law and 

Society, 38-60. 

Setiawan, W. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di 

Indonesia . Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 

Diponegoro. 

Turley, G., Robbins, G., & Mcnena, S. (2014). A Framework to Measure the 

Financial Performance of Local Governments. Local Government Studies, 

1-20. 

Warsidi, & Pramuka, B. A. (2000). Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan Dalam 

Memprediksi Perubahan Laba di Masa Yang Akan Datang. Jurnal 

akuntansi dan Ekonomi Vol.2 No.1, 1-9. 

Zafra-Gomez, J. L., Lopez-Hernandez, A. M., & Bastida, A. H. (2009). 

Evaluating financial performance in local government: maximizing the 

benchmarking value. International review of administrative sciences, 151-

167. 

 

Dokumen 

Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, 2003. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas 

Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 



88 
 

 
DYAH AYU RAMADHANI, 2018 
HUBUNGAN KINERJA KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI 
INDONESIA  
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan 

MENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

 

Internet 

Sutisna, Herry Yana. (2012). Akuntabilitas Kinerja Jauh dari Target [Online]. 

Tersedia: https://nasional.kompas.com/read/2012/02/22/02390796/ 

Akuntabilitas.Kinerja.Jauh.dari.Target. [25 Desember 2017]. 

https://nasional.kompas.com/read/2012/02/22/02390796/%20Akuntabilitas.Kinerja.Jauh.dari.Target
https://nasional.kompas.com/read/2012/02/22/02390796/%20Akuntabilitas.Kinerja.Jauh.dari.Target

